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BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FOKOK, FUNGSI
DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN Hj DUP

KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TTUJHAN YANG MAHA E3A

BUPATI KABUPATEN SEKADAU,

bahwa untuk melaksanakan Peraturiin Daerah Kabupaten
Sekadau Nomor 2 Tahun 2014 tent: ng Perubahan Ketiga
atas Peraturan Daerah Kabupaten -Sekadan Nomor 8
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Sekadau;

bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud
dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan
Bupati Sekadau Tentang Struktur rganisasi, dan Tata
Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19€0 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Eko sistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Reputlik Indonesia Nomor
3419);

Undang-Undang Nomor 34 Tihun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Melawi dar Kabupaten Sekadau
di Provinsi Kalimantan Barat (Lemb:ran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, lambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43« -4);



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana t:lah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia. Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Romor ABAAY,
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Peraerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negar 1 Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahaa Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 438);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2(:07 tentang Penaatan
Ruang (Lembaran Negara Republik I1.donesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembarar Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
{Lembaran Negara Republik Indonesi:. Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-l Indangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahur: 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Nega'ra Republik Indonesia Nomor
52340);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembarain Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
Peraturan Pemerintah Republik Irdonesia Nomor 38
Tahun 2007 tentsng Pembagian Uusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah D.ierah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot:. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
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Peraturan Pemerintah Repukblik Iidonesia Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20

Tahun 1990 tentang Pengendalin Pencemaran Air

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Momor
24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3409);

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18
Tahun 1999 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nimor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik indonesia
Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19
Tahun 2008 tentang Standar Pelay: nan Minimal Bidang
Lingkungan Hidup Daerah Previnsi dan Daerah
Kabupaten/Kota.;

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerin ah yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah
Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nonior 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Sekaidlau Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan 'Atas Peraturarn Daerah
Kabupaten Sekadau Nomor 8 T:thun 2008 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Sekadau (Lembaran Daerah Kabup:iiten Sekadau Tahun
2014 Nomor 2);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTAMNG .STRUKTUR

ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUN3SI DAN TATA
KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN

SEKADAU
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peratiiran Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daeral adalah Daerah Kabupaten Sekadau;

. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi ian tugas pembantuan
dengar. prinsip otonomij seluas-luasnya dalam sistein dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945;

. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daeral: sebagai Penyelenggara

Negara;

4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sekadau;

S. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam rangka

10.

penyelinggaraan pemerintatian daerah yang terdiri d:ri Sekretariat Daerah,
Sekreturiat DPRD, Dinas Daerah Lembaga, Teknis D ierah, Kecamatan dan
Desa;

Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Sekadau;

Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Bacan Lingkungan Hidup
Kabupaten Sekadau;

Unit Felaksana Teknis Badan adalah unsur pelaks: na operasional Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau;

- Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semu:. benda, daya, keadaan,

dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang tempengaruhi
alam i1tu sendiri, kelangsungan perikehidupan', dan cesejahteraan manusia
serta makhluk hidup lain;

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan
terpadit yarlg dilakukan untuk melestarikan fungsi inglkungan hidqp dqn
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mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan ingkungan hidup yang
melipuri perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pem:liharaan, pengawasan,
dan penegakan hukum:

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya 'sadar dan terencana yang
memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekoromi ke dalam strategi
pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hiiup serta keselamatan,
kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi inasa kini dan generasi
masa depan,;

Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yans merupakan kesatuan
utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam menibentulk keseimbangan,
stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang sela Yyutnya cﬁsebut Amdal,
adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha ¢ an/atau kegiatan yang
dirence.nakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

Baku mutu lingkungan hidup adalak ukuran batas atau kadar makhhak hidup,
zat, envergi, a.tau komponen yang ada atau harus ada dait /atau unsur pencemar
yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai
unsur ;inglkungan hidup;

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau di nasukkannya makhluk
hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam iingkungan hidup oleh
kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingk ingan hidup yang telah
ditetap«an;

Laborazorium Lingkungan adalah laboratorium yang dapat berdiri sendiri
sebaga. satu institusi maupun merupakan suatu bagian dari laboratorium yang
mempunyai kemampuan dan kewenangan melakasanak:in pengujian parameter
kualitas lingkungan (fisika/kimia/biologis);

Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan suiiber daya alam untuk
menjariin  pemanfaatannya  secara  bijaksana terta kesinambungan
ketersediaannya dengan tetap memelihara dan menir gkatkan kualitas nilai
serta kizanekaragamannya;

Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hid 1p adalah penerapan
peratwan  perundang-undangan  dibidang lingkugan hidup untuk
menumbuhkan kesadaran masyarakat supaya taat terha iap lingkungan hidup.
Sumber Daya Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal

dari sumber air dan terdapat di atas permukaan tanah d.n laut.




20. Kerjasami. adalah mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan
meningkatkan kemitraan masyarakat, dunia usaha -lan antar pemerintah
provinsi, <abupaten/kota dan luar negeri dalam skala |5kal, nasional, regional
dan global dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung
pengelolnan ingkungan hidap:

21. Peran serta adalah  mewojudken memmbunkamn, mengembangkan  dan,
meningkatkan kesadaran masyarakat, dunia usah:. tethadap hak dan
tanggungjawabnya untuk berperan dalam pengelolaan lir gkungan hidup;

22. Kelembagaan Lingkungan Hidup adalah suatu organisesi yang terbentuk atas

kehendak dan keinginan kelompok orang yang tujuan dan kegiatannya
mengembangkan kemampuan dalam pengelolaar{ linglcur . gan hidup.

BAB I
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 2

(1). Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat Badan, terdiri dari:
1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
2. Bub Bagian Aparatur dan Umum;

c. Bid:mg Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Hi tup terdiri dari:
1. Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan Hidup,
2. tsub Bidang Perundang-undangan Penaatan Hukuri Lingkungan Hidup;

d. Bidung Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alim terdiri dari;
1. ‘ub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusal:an Lingkungan Hidup;
2. Yiub Bidang Pengembangan Konservasi Sumber Daya Alam Lingkungan

Hidup;

e. Biding XKerjasama Dan Pengembangan Kapasitas Kel :mbagaan dan Sumber

Daya Manusia terdiri dari:
a) Sub Bidang Kerjasama dan Penelitian;

b) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya
Manusia;
f. Kelempok Jabatan Fungsional.

g. Uni: Pelaksana Teknis Badan




(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidug Kabupaten Sekadau

sebagairnana tercantum pada Lampiran Peraturan ini, nerupakan bagian yang

tidalk terpisahkan dari peraturan ini.

BAB 111

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Badan
Pasal 3

(1) Badan Lingkungan Hidup adalah unsur pendukung tugas Fepala Daerah di bidang
Lingkungan Hidup;

(2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin olel) Kepala Badan y:ng bertanggung jawab
kepada Kepala Daerah;
Pasal 4 .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Fasal 3 ayat (1), Badan
Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Dampak can Penaatan Hukum
Lingkiingan Hidup, Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam,
Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaiin dan Sumber Daya
Manu sia sesuai dengah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. pemburian dukungan atas penyelenggaraan pemerin'ah daerah di Bidang
Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup, Pengendalian dan
Konservasi Sumber Daya Alam, Kerjasama dan Pe; igembangan Kapasitas
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengar. peraturan perundang-
undarigan yang berlaku.

C. penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Bidang Dampak dan Penaatan
Hukumn Lingkungan Hidup, Pengendalian dan Konserv: si Sumber Daya Alam,
Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kelembaga:n dan Sumber Daya
Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. pelaksanaan tugas di Bidang Dampak dan Penaatan Hul um Lingkungan Hidup,
Pengeadalian dan Konservasi Sumber Daya Alam, Kerjasama dan

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Penyelemy:garaan monitoring, evaluasi dan pelaksanaan tugas di Bidang
Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Hiduy,, Pengendalian dan
Konservasi Sumber Daya Alam, Kerjasama dan Pen zembangan Kapasitas
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan peraturan perundang-
undangar. yang berlaku;

pembinazn dan pengawasan penyelenggaraan tugas clan fungsi di Bidang
Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup, Pe 1gendalian Konservasi
Sumber I’aya Alam, Kerjasama dan Pengembangan Kapa sitas Kelembagaan dan
Sumber Daya Manusia pada kabupaten/kota  sesuai dengan peraturan
perundar g-undangan yang berlaku ;

pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan asct di lingkungan Badan -

Lingkungan Hidup Dacrah;
pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya di Bidang Dampak dan
Penaatan Hukum Lingkungan Hidup, Pengendalian de¢n Konservasi Sumber

Daya Alain, Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kel:mbagaan dan Sumber
Daya Marusia yang diserahkan oleh Bupati.

Pasal 5

Badan Lingkuagan Hidup mempvunyai tugas melaksanak an - penyusunan dan

- pelaksanaan kebijakan daerah yang Dbersifat spesifik di bida ng lingkungan hidup,

" melaksanakan -ugas pembantuan dan tugas lain yang diserahi:an oleh Bupati sesuai

~ dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Képéla
Badan mempuryai fungsi:

a.

penetapan program dan kegiatan di Bidang Dampak lan Penaatan Hukum
Lingkungan Hidup, Pengendalian Konservasi Sumber Daya alam, Kerjasama
dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sebagai
bahan pe.aksanaan tugas; '
perumusan  kebijakan teknis di Bidang Dampak din Penaatan Hukum
Lingkungan Hidup, Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam,
Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaai dan Sumber Daya
Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan y ang berlaku;
pengkoorilinasian dan fasilitasi kegiatan di Bidang Dampak dan Penaatan

Hukum Lingkungan Hidup, Pengendalian dan Konserva:i Sumber Daya Alam,



Hidup, Pengendalian dan Konservasi Suinber Daya :lam, Kerjasama dan

Pengemr bangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber )

dengan peraturan yang berlaku;

aya Manusia sesuai

€. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fun zsi di Bidang Dampak

dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup, Pengendalian dan Konservasi Sumber

Daya Alam, Kerjasama dan Pengembangan dan Kapasitas Kelembagaan dan

Sumber Daya Manusia pada kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaiu;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkeraan dengan kebijakan
di Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Hid up, Pengendalian dan
Konser/asi Sumber Daya Alam, Kerjasama dan Pen jembangan Kapasitas
Kelembiagaan dan Sumber Daya Manusia;

8- penyelenggaraan monitoring evaluasi dan laporan terhac ap pelaksanaan tugas
pokok <an fungsi di Bidang Dampak dan Penaatan Hukiim Lingkungan Hidup,
Pengendalian dan Konservasj Sumber Daya Alam, Kerjasama dan
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Days Manusia berdasarkan
prograra kerja yang telah ditetapkan;

h. pelaksinaan tugas pembantuan dan tugas lainnya di Bidang Dampak dan
Penaatin Hukum Lingkungan Hidup, Pengendalian dan Konservasi Sumber
Daya \Alam, Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas dan Sumber Daya
Manusia yang diserahkan oleh Bupati;

i. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD
maupua dana lainnya; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Képala Dierah sesuai dengan

peratu; an perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 7

Sekretariat adalah Sekretaris yang berada langsung dibawah dan’ bertanggung jawab
kepada Kepzla Badan Lingkungan Hidup serta diangkat dzn diberhentil;an oleh
Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.



Sekretariat  sebagaimana dimaksud dalam' Pasal 7

Pasal 8

mempunyai tugas

mengkoordinasikan perencanaan, pengendalian dan pembinaan terhadap program

administrasi keuangan, hubungan masyarakat, sumber daya dan kerja sama.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Paisal 8, peraturan ini,
Sekretaris m=mpunyai fungai:

a.

oo o

B R

perumiisan kebijakan teknis kesekretariatan;

penyelinggaraan urusan umum Badan Lingkungan Hidur:
penyelenggaraan urusan kepegawaian Badan Lingkungan Hidup;
penyelinggaraan urusan keuangan Badan Lingkungan Hilup;
penyelinggaraan urusan program dan evaluasi Badan Lin skungan Hidup;
penyelcngaraan pusat data dan informasi tentang lingkun zan hidup;

pengkcordinasian penvusunan laporan tentang lingkunga 1 hidup;

- pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi Badan Lingkungan

Hidup;
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana ki rja sekretariat; dan

pelaksinaan tugas lain di sekretariat yang diberikar oleh Kepala Badan
Lingku agan Hidup.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Program dan Keuangan

Pasal 10

(1) Sub Buagian Program dan Keuangan sebagaimana dim:ksud dalam program

dalam ?asal 2 ayat (1) huruf b angka 1 adalah Kepala Sub Bagian Program dan
Keuangan yang bertanggung jawab langsung kepacla Sekretaris Badan

Lingku:igan Hidup serta diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil
yang memenuhi syarat. '

(2) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana diriaksud pada ayat (1)

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas

menyel:nggarakan urusan program dan keuangan.
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Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Fasal 10, Kepala: Sub

Bagian Progiam dan Keuangan mempunyai fungsi:

a.
b.

penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program dan Keua 1gan;

pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di Sub Bagian
Program dan Keuangan;

penyusunan rencana kerja di Sub Bagian Program dan Ke langan;

d. penyeienggaraan kegiatan di Sub Bagian Program dan Keuangan berdasarkan

2

rencana kerja yang telah ditetapkan;

- penyelenggaran kegiatan dibagian Sub Bagian Program dan Keuangan

berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
benyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di Sub Bagian Program dan
Keuangan; -
pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Sub Bagian Progriun dan Keuangan;
pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Program dan Keuangan yang diberikan
Sekretaris.
Bagian Keempat
Sub Bagian Aparatur dan Umum
Pasal 12

. Sub Bagian Aparatur dan Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1)

huruf b angka 2 adalah Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum yang
bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Badan Li 1gkungan Hidup serta
diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yan 3 memenuhi syarat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padit ayat (1), Kepala Sub

Bagiari Aparatur dan Umum mempunyai tugas mem elenggarakan urusan
aparatur dan umum.

Pasal 13

Untuk melaxsanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam paral 12 ayat (2), Kepala

Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai fungsi:

a.

b.

penyusunan rencana kerja Sub bagian Aparatur dan Umu m;

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sub bagian Aparatur dan Umum;
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C. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan kepustakaan dan

. dokumeniasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangiia Badan Lingkungan

Hidup;

: .‘d} penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, per gembangan pegawali,
kepangkaran, hak dan kewajiban pegawai negeri, pembiniian pegawai serta tata
usaha kepegawaian Badan Lingkungan Hidup;

-¢. ;fasilitasi pelaksanaan tugas dan unsur pengarah;

{. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencaiia kerja Sub Bagian
Aparatur dan Umum; dan
#. pelaksansan tugas lain di Sub Bagian Aparatur dan Umur.
Bagian Kelima
l Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkunga 2 Hidup
Pasal 14

Bidang Dampax dan Penaatan f{ukum Linglkungan Hidup st bagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepaki Bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melahii ¢ ekretaris.

Pasal 15

. Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai tugas
mepnyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis daerah yung bersifat spesifik di
+» Bidang Kajian Dampak Lingkungan Hidup, Perundang-Undangan dan Penaatan

Hukum Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perur dang-undangan yang
beglaku.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Dampak
dan Penaatan Fukum Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

& penyusur. program kerja di Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan
Hidup;

b. penylapat bahan dan perumusan kebijakan teknis di Sub Bidang Kajian
Dampak Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

c. penyiapail bahan dan perumusan kebijakan teknis di Sut Bidang Perundangan-
undangan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup sesuai- dengan peraturan

undang-i.ndangan yang berlaku;
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d. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Kajian Dampak
Lingkungan Hidup dan Perundang-undangan Penaatar Hukum Lingkungan
Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yanrg berlaku;

e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintih daerah di Bidang
Dampuk dan Penaatun Hukum Lingkungan Hidup sesiai dengan peraturan
perunclang-undangan yang berlaku;

f. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
Bidany Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan lidup sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. pembinaan dan pengawasan di Bidang Dampak din Penaatan Hukum
Lingkungan Hidup pada kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-
undan gan yang berlaku;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan
tugas pokok dan fungsi di Bidang Dampak dan Penaaten Hukum Lingkungan
Hidup;

1. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhacap pelaksanaan tugas
dan fingsi di Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lin skungan Hidup sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaky;

j. pelaksanaan tugas lain di Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan
Hidup yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 17

(1) Bidang Bampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup ssbagaimana dimaksud
dalam Fasal 14, membawahi :
a. Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan Hidup;
b. Sub Bidang Perundang-undangan Penaatan Hukum Ligkungan Hidup.
(2) Sub bicang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bert:nggung jawab kepada
Kepala Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan l{idup.

Pasal 18

Sub Bidanyg Kajian Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana d maksud Pasal 17 ayat
(1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan
kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Sub Bidang Kajiar Dampak Lingkungan

Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ber aku.
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Pasal 19

- Untuk melaksinakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Fasal 18, Sub Bidang

Kajian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a.
b.

penyusunan program kerja Sub Bidang Kajian Dampak Li igkungan Hidup;
pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan k:bijakan yang bersifat
spesifik di Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan dJidup sesuai dengan
peratura:n perundang-undangan yang berlaku;

pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf
di Sub liidang Kajian Dampak Lingkungan Hidup sesiai dengan peraturan
perundarig-undangan yang berlaku;

. pelaksanian koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksaraan tugas pokok dan

fungsi du Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan Ilidup sesuai dengan
peraturai perundang-undangan yang berlaku;
pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah ilaerah di Sub Bidang
Kajian Dlampak Lingkungan Hidup sesuai dengan jeraturan perundang-
undangan vang berlaku;
penyelenygaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum d&i Sub Bidang
Kajian Ilampak Lingkungan Hidup sesuai dengan jeraturan perundang-
undangan yang berlaku; )
pembinain dan pengawasan di Sub Bidang Dampak Lingkungan Hiciup pada
kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undanga 1 yang berlaku;
penyusurnian konsep saran dan pertimbangan kepada Kejala Bidang berkenaan
dengan >selaksanaan tugas pokok dan- fungsi di bidlang Kajian Dampak
Lingkungan Hidup; _
pelaksaniian monitoring, evaluasi dan pelaporan terhad ap pelaksanaan tugas
dan fungsi di Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan Hidup sesuai dengan
peraturarn perundang-undangan yang berlaku;
pelaksanian tugas lain di Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan Hidup yang
diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Sub Bidang Perundang-Undangan Penaatan Hukumn Lingkung: n Hidup sebagaimana

. dimaksud dalain Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas 1nengumpul, mengolah

dan merumuskan bahan kebijakan daerah yang bersifat spesifil di bidang perundang-

undangan dan penataan hukum sesuai dengan peraturan peru ndang-undangan yang
berlaku.
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Pasal 21

Untuk melaksinakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Fasal 20, sub Bidang
Perundang-uncangan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup mem punyai fungsi :

a.
b.

penyusunan program kerja Sub Bidang Perundang-undan 1an Penaatan Hukuim;
pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan ket jakan dasrah bersifat
spesifik di Sub Bidang Perundang-undangan Penaatar Hukum Lingkungan
Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yan z berlaku;

pengawaisan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Su»> Bidang Perundang-
undangan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksaraan tugas pokok dan

fungsi di Sub Bidang Perundang-undangan Penaatan Hukum Lingkungan
Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah laerah di Sub Bidang
Perundang-undangan Penaatan Hukum Lingkungan !idup sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku:

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Sub Bidang Perundang-
undangan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku:

menyusun konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenan
dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Sul: Bidang Perundang-
undangan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhad \p pelaksanaan tugas
dan fungsi di Sub Bidang Perundang-undangan Penaata1 Hukum Lingkungan
Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Perundang-undangan Penaatan Hukum
Lingkungian Hidup yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam
Pasal 22

.-Bidang Pengernidalian dan Konservasi Sumber Daya Alam se¢ bage}imana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang; Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 1aelalui Sekretaris. .



Pasal 23

‘Bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alar1 mempunyai tugas
menylapkan bahun dan perumusan kebijakan teknis daerah yeng bersifat spesifik di

B1da.ng Pengendsalian dan Konservasi Sumber Daya Alam sesiai dengan peratura.n
perundang-undangan yang berlaku.

Paszl 24

Untuk melaksarakan tugas sebagaimana dimaksud dalara Pasal 23, Bidang

Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai fu agsi :

a.

penyusunan program kerja di Bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber
Daya Alam.

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bide ng Pengendalian dan
Konservasi Sumber Daya Alam sesuai dengan Peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

penylapan jahan dan perumusan kebijakan teknis di Bic ang Pengendalian dan
Konservasi Sumber Daya Alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Sub Bidang
Pengembangan Konservasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup sesuai
dengan periaturan perundang-undangan yang berlaku;

pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerint: h daerah di Bidang
Pengendalisn dan Konservasi Sumber Daya Alam sesuai dengan peraturan
perundang- undangan yang beriaku;

pembinaan dan pengawasan di Bidang Pengendalian d:n Konservasi Sumber
Daya Alam pada Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

pembinaan dan pengawasan di Bidang Pengendalian d:n Konservasi Sumber

Daya Alani pada kabupaten/kota sesuai dengan rperaturan perundang-

undangan vang berlalu;
pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan

tugas poko< dan fungsi di bidang Pengendalian dan Koiservasi Sumber Daya
Alam.



j. pelaksanuan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhad. 1p pelaksanaan tugas
. dan fungsi di bidang Pengendalian dan Konservasi Suniber Daya Alam pada
kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangar yang berlaku;

k. pelaksansan tugas lain di bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya

Alam yany diserahkan oleh Kepala Badan.

3
:
3
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Pasal 25

(1) Bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Day= Alam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22, membawahj :

a. Sub Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusalan Lingkungan Hidup;

it Tt kit v T o 1

b. Sub Hidang Pengembangan Konservasi Sumber Dzcya Alam Lingkungan
Hidup. |
(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), m:sing-masing dipimpin‘
oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah :ian bertanggungjawab
kepada Kepaia Bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Pasal 26

Sub Bidang “engendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1} huraf i, mempunyai tugas
i mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan daeral. yang bersifat spesifik
:di Sub Bidang Fengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan sesuai dengan

i peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam I'asal 26, Sub Bidang
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup m :mpunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja Sub  Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakar Lingkungan Hidup;

b. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kel ijakan daerah bersifat
spesifik di Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan
Hidup sesuiai dengan peraturan perundang-undangan yar g berlaku;

C. pengawasun pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Pengendalian
Pencemarun dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;
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d. pelaksansan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelakasai.aan tugas pokok dan
fungsi di Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan K:rusakan Lingkungan
Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yan z berlaku;

€. pemberian. dukungan atas penyalahgunaan pemerin:ah di Sub Bidang
Pengendaiian dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesvai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

f. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Sub Bidang
Pengendaiian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. pembinaan dan pengawasan di Sub Bidang Pengendasiian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup pada Kabupaten sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kej-ala Bidang berkenaan
dengan pelakasanaan tugas pokok dan fungsi di Sub Bidang Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

i. pelaksanuan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadip pelaksanaan tugas
dan fungsi di Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan llerusakan Lingkungan
Hidup sexuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; .

j. pelaksansan tugas di Sub Bidang Pengendalian Penceriaran dan Kerusakan

Lingkungun yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

" Sub Bidang Fengembangan Konservasi Sumber Daya Alaia Lingkungan Hidup

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf >, mempunyai tugas
mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan daeral. yang bersifat spesifik

di bidang sumber daya alam di.lingkungan sesuai dengan seraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 29

Untuk melaksunakan tugas scbagaimana dimaksud dalam l'asal 28, Sub Bidang
Pengembangan Konservasi Sumber Daya Alam Lingkungai1 Hidup mempunyai
fungsi :
a. penyusunan program kerja Sub Bidang Pengembanga i1 Konservasi Sumber
Daya Alam Lingkungan Hidup;
b. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan daerah yang

bersifat spesifik di Sub Bidang Pengembangan Konservasi Sumber Daya Alam




Lingkunyan Hidup scsuai dengan peraturan perun-lang-undangan yang
. berlaku;
C. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Pengembangan
5 Konservasi Sumber Daya Alamn Lingkungan Hidup sesiiai dengan peraturan
perundang-undangan yang beriaku;
d. pengawasan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi di Sub Bidang Pengembangan Konservasi Sumber Daya Alam Lingkungan

Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

¢. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah iaerah di Sub Bidang
Pengembangan Konservasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup sesuai

x J dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

} f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan imum di Sub Bidang
Pengembiangan Konservasi Sumber Daya Alam Linglungan Hidup sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g pembinaan dan pengawasan di Sub Pengembangan Bida 1g Konservasi Sumber
Déya Alam Lingkungan Hidup pada kabupaten sestvai dengan peraturan
perundaag-undangan yang berlaku; ‘

h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kejpala Bidang berkenaan
dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Pengendalian dan
Konserwviisi Sumber Daya Alam;

* 1. pelaksaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhad ap pelaksanaan tugas

dan fungsi di Sub Bidang Pengembangan Konservasi Sumber Daya Alam

&

Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perun darig-undangan yang
berlaku;
j. pelaksar.aan tugas lain di Sub Bidang Pengembangan Konservasi Sumber Daya

Alam Lir.gkungan Hidup yang diserahkan oleh Kepala Bid ang,

Bagian Ketujuh
Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya

Manusia

Pasal 30

Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaiin dan Sumber Daya
Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hiruf e, dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab{kepada Kepala
Badan melalu: Sekretaris.
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Pasal 31

Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kapésitas Kelembagain dan Sumber Daya
Manusia m¢mpunyai tugas memnyiapkan bahan dan perumt san kebijakan teknis

daerah yang bersifat spesifik di bidang Kerjasama dan Pene itian, Pengembangan

serta pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber laya manusia sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalain Pasal 31, Bidang

Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan ¢umber Daya Manusia
mempunyai {ungsi :

a.

penyusunan program kerja Bidang Kerjasama dan Per gembangan Kapasitas
Kelemhagaan dan Sumber Daya Manusia;

. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kerjasama dan

Penelitian Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan $.umber Daya Manusia

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berl: ku

.
]

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di 3idang Pengembangan

Kapasiras Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia se:uai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

pengawasan pelakasanaan tugas dan fungsi di Sub Fidang Kerjasama dan
Penelittan dan Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kel 'mbagaan dan Sumber
Daya Manusia sesuai dengan peraturan pemndazllg-undal \gan yang berlaku;
pelaksunaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksaiiaan tugas pokok dan
fungsi di Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas kelembagaan dan
Sumbe: Daya Manusia sesuai dengan peraturan peru 1dang—undangaﬁ yang
berlak ;

pemberian dukungan atas penyclenggaraan peraturan daerah di Bidang
Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaaa dan Sumber Daya
Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlalqa;
penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umu:n di Bidang Kérjasama
dan Penigembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumbe: Daya Manusia sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

pembinaan dan pengawasan dj bidang Kerjasama dan Pe: 1gembangan Kapasitas
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;




pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bacan berkenaan dengan
tugas pokok dan fungsi di Bidang Kerjasama dan Per gembangan Kapasitas
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;

pelaksanasn monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas
dan fungs: di Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Keiembagaan
dan Sumber Daya Manusia;

pelaksanaan tugas lain di Bidang Kerjasama dan Per gembangan Kapasitas

Kelembagan dan Sumber Daya Manusia yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 33

(1) Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kele; nbagaan dan Sumber

Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, m :mbawahi :
a. Sub Bidang Kerjasama dan Penelitian;

b. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya

Manusit.,

(2} Sub Bidanj; sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masin;:-masing dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan ber tanggungjawab kepada
Kepala Bittang Kerjasama dan Pengembangan Kapasias Kelembagaan dan

Sumber Daya Manusia.

Pasal 34

Sub Bidang Kerjisama dan Penelitian sebagaimana dimaksud (lalam Pasal 33 ayat (1)

huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan
daerah yang bersifat spesifik di Sub Bidang Kerjasama dan Penelitian sesuai dengan
peraturan peruntlang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Untuk melaksarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asal 34, Sub Bidang

Kerjasama dan Penelitian mempunyai fungsi:

a.
b.

penyusunan Program kerja Sub Bidang Kerjasama dan Pe nelitian; _
pengumpu.an dan pengolahan dan perumusan bahan liebijakan daerah yang
bersifat spesifik di Sub Bidang Kerjasama dan Pen slitian sesuai dengan
peraturan serundang-undangan yang berlaku; ,

pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub 3idang Kerjasama dan

Penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;




d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksardan tugas dan pokok‘
dan fungsi di Sub Bidang Kerjasama dan Penelitian sesuai dengan peraturan
perundany-undangan yang berlaku;

e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Sub Bidang
Kerjasamsz dan Penelitian sesuai dengan peraturan peru adang-undangan yang
berlaku;

f. penyelenggraraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Sub Bidang
Kerjasama dan Penelitian sesuai dengan peraturan peru adang-undangan yang
berlaku;

g. pembinaan dan pengawasan di Sub Bidang Kerjasama dan Penelitian sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kejiala Bidang berkenaan
dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bi lang Kerjasama dan
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas
dan fungsi di Sub Bidang Kerjasama dan Penelitian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

j+ pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Kerjasama dan Penelitian yang
diserahkasn oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Simber Daya Manusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf >, mempunyai tugas
mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan daeral: yang bersifat spesifik
di Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

sesuai dengan prraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam J’asal 36, Sub Bidang
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai
fungsi :
a. penyusunan program kerja Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
dan Sumber Daya Manusia;
b. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan lebijakan daerah yang

bersifat spesifik di Sub Bidang Pengembangan Kapasi:as Kelembagaan dan




Sumber Day: Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
C. pengawasan oelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Dlidang Pengembangan

: " Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan peraturan
perundang-uidangan yang berlaku; l

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksar aan tugas dan pokok
dan fungsi d Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber
Daya Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undarngan yang berlaku;

e. pemberian diukungan atas penyelenggaraan pemerintah Jdaerah di Sub Bidang

Pengembangin Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,;

f. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Sub Bidang
Pengembangin Kapasitas Kelembagaan dan Sumber :Jaya Manusia sesuai
dengan peraiuran perundang-undangan yang berlal;

g. pembinaan dan pengawasan di Sub Bidang Pengembangan Kapasitas
Kelembagaar dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan
dengan peluksanaan tugas pokok dan fungsi di Bilang Kerjasama dan

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Days Manusia;

o
b

i pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas
dan fungsi ¢i Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kele mbagaan dan Sumber

Daya Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undaigan yang berlaku;

e = SR

E

j. pelaksanaan tugas lain di sub bidang pengembangan kapasitas kelembagaan

w53

dan sumber daya manusia yang diserahkan oleh Kepala Eidang,.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf {
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian
dan keteranipilan.

(2) Kelompok .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pz da ayat (1), terdiri dari
sejumliah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan

bidang keatilian dan keterampilan tertentu.




(3) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang Jab:tan Fungsional akan

ditetapkun lebih lanjut dengan peraturarn Bupati berdasarkan formasi melalui
Analisis .fabatan.

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksanaan Teknis Badan
‘Pasal 39

(1) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud lalam Pasal 2 huruf g',
dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang boirada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekre :aris.

(2) Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas m :laksanakan sebagian

tugas teknis operasional dan kegiatan teknis pe mnjang badan yang
mempunyai wilayah satu Kabupaten.

BAB 111
KEPEGAWAIAN

Pasal 40

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati d: ri Pegawai Negeri Sipil

~ berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sekretar:s, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala St b Bidang dan Pegawai
yang diangkat dalam Jabatan Fungsional, diangkat dimn diberhentikan oleh
pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil berdas wrkan persyaratan dan
kompetensi jabatan sesuai dengan peraturan perur dang-undangan yang
berlaku.

(3) Pengangxatan dalam Jabatan Struktural, Jabatan' Non Struktural dan Jabatan
Fungsiornial harus memperhatikan persyaratan dan koripetensi jabatan yang
meliputi jenjang kepangkatan, tingkat dan jenis pendidil:an, pengalaman kerja
yang dimiliki, pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat, minat, temperamen
kerja, inregritas, dan prestasi kerja;

(4) Syarat ¢lan kompetensi jabatan untuk tiap jabatan, s ruktural jabatan non
struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh

unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.




(5) Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang diutamakan dijabat oleh Pegawai Negeri
Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai de agan bidang tugasnya
dan atau memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sejenis, -

(6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegswai masa jabatan bagi
Pegaw:i Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural makeimal 5 (lima) tahun.

(7) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Lingkungan Hidup disusun
berdasarkan Analisis Beban Kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis
pekerjnan, prinsip dan pelaksanaan pekerjaan dan peraia’ an yang tersedia.

(8) Formaisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), setiap 1ahun ditetapkan oleh
Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(9) Uraian jabatan untuk tiap jabatan struktural, jabatai: non struktural dan

Jabatai fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Pertama

Tata Kerja
Pasal 4]

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang Jabatin Struktural, Jabatan
Non Struktural dan Jabatan Fungsional wajib meneraplkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masinj;-masing unit maupun
satuan kerja yang lain sesuai den gan fungsinya.

(2) Setiap pimpinan unit kerja Badan wajib melaksanal an tugas memimpin,
membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan d:.n mengevaluasi serta
memberi petunjuk kerja kepada bawahannya.

(3) Kepala Badan dan seluruh Pejabat Struktural di Badan wajib melaksanakan
fungsi pengawasan melekat (Waskat) dalam unit. kerj. masing-masing dan
mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berl: ku.




Bagian Kedua
Laporan
Pasal 42

(1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara
periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan p¢njelasan teknis atau
keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah rerihal kebijakan yang
ditetapkan; |

{2) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan hasil program pembangunan’
terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas linnya kepada Bupati
melalu) Sekretaris Daerah;

(3) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Akuntab litas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati melalui laporan pelaksanaan tugas baik
secara periodik maupun sewaktu-wakty serta memberi<an penjelasan teknis
atau kererangan sesuai dengan peraturan perundang-un langan yang berlaku;

(4) Setiap pimpinan unit kerja dalam Badan wajib mematuhi kebijakan yang
ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksan:.an tugas baik secara
periodik maupun sewaktu-waktu serta memberikan p:njelasan teknis atau
keterangan kepada atasan masing-masing sesuai denjan fugas pokok dan
fungsinya;

(5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan
dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporin dalam memberikan
saran pertimbangan kepada Kepala Badan melalui Sek etaris guna dijadikan

sebagai bahan perumusan kebijakan;

BABYV
PEMBIAYAAN
Pasal 43

(1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dibebankan paila Anggaran Pendapan
dan Belanja Daerah (APBD);

(2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan m :njadi beban Anggaran
Pendapan dan Belanja Negara (APBN);

(3) Laporan pengelolaan anggaran tugas pembantuan selain disampaikan kepada

pemerintah juga wajib disampaikan kepada Bupati melalii Sekretaris Daerah;




BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 44

(1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Teknis Badan berdas.rkan kebutuhan dan
melalai analisis beban kerja yang ditetapkan dengan Peraiuran Bupati;

(2) Pembentukan, Struktur Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit
Pelaksanaan Teknis Badan ditetapkan dengan Peraturan 13upati;

(3) Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerjasima yang baik dalam
kegiaran pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan «rganisasi Badan yang
dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah;

(4) Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi organisasi Badan yang dilakukan olen
Sekretaris Daerah secara teknis operasional diiaksanakan oleh unit kerja yang
bertanggungjawab di bidang organisasi; _

(S) Dalara rangka pembinaan dan pengendalian organisasi, Bupati melalui unit
kerja yang bertanggungiawab di bidang kelembagaan memberikan ‘arahan,
pedornan dan petunjuk teknis, supervisi, asistensi serta nonitoring dan evaluasi
baik iiecara rutin maupun periodik;

(6) Dalara rangka pelaksanaan tugas pkok dan fungsi mas ing-masing unit kerja
mengacu pada urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai

dengun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peratiran Bupati Sekadau
Nomor 25 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau serta segala ketuntuan yang mengatur
hal rang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan
dinys takan tidak berlaku lagi;

(2) Hal-L.al yang belum diatur atau belum cukup diatur dalar: Peraturan Bupati ini,

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diattr lebih lanjut dengan

Peraturan Kepala Badan.




Pasal 46

‘Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan/agar setiap orang
‘mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini, dengan
penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapk: n di Sekadau
pada tan:gal 28 Agustus 2014

BUPA'(T SEKADAU,
1TD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau

.pada tanggal 28 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU
TTD

YOHANES JHON

BERITA DAER4H KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2014 NOMOR 14

Salinan Sesuai Aslinya

50426 199412 1 001
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